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Apresiasi Kinerja KPI, Komisi
1 Rekomendasi Revisi P3SPS
Menjadi Agenda Awal DPR
Periode 2024-2029

Jakarta - Komisi | Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Republik Indonesia
(RI)  mengapresiasi  kesungguhan
Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI)
dalam melakukan revisi Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3 & SPS) yang juga
mengikutsertakan berbagai pemangku
kepentingan penyiaran sejak tahun
2013 hingga 2024. Hal tersebut
disampaikan Wakil Ketua Komisi | DPR
Rl Abdul Kharis Almasyhari dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
I DPR RI dengan KPI Pusat di Gedung
Nusantara 1, (25/9).

Menurut Abdul Kharis, hadirnya regulasi
baru dalam ranah penyiaran menjadi
sebuah kebutuhan, termasuk juga regulasi
terhadap konten di ranah internet. Hal ini
seiring dengan kemajuan teknologi, pola
konsumsi media di masyarakat yang sudah
berubah secara signifikan. Menurut Abdul
Kharis, media digital seperti streaming,
video on demand, dan media sosial telah
menjadi bagian penting masyarakat
Indonesia saat ini. Namun demikian,
regulasi penyiaran yang adalam Undang-
Undang Penyiaran maupun P3&SPS
belum mampu mengakomodir perubahan
dan perkembangan beragam platform
digital tersebut.

Dengan adanya revisi P3SPS, ujar
Abdul  Kharis, diharapkan  mampu
melindungi masyarakat dari konten yang
berpotensi meruhikan termasuk juga
resiko penyebaran konten yang tidak
pantas. Selain itu, revisi diharapkan

antara

juga dapat
kebebasan berekspresi dan tanggung
jawab penyiaran dengan tetap menjaga
etika, tanggung jawab sosial lembaga
penyiaran sekaligus menciptakan iklim
yang kondusif bagi industri penyiaran
agar dapat tumbuh dan berkembang baik.

menyimbangkan

Pada kesempatan tersebut Ketua KPI
Pusat Ubaidillah memaparkan perjalanan
revisi P3SPS yang sudah dilakukan
KPI sejak tahun 2013 hingga 2024.
Terakhir, KPlI Pusat menyampaikan draf
revisi regulasi penyiaran tersebut pada
bulan Juni 2024 saat Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) KPI kepada Komisi I.
“Setidaknya, KPI sudah mengikutsertakan
60 Kementerian dan Lembaga, serta
berbagai organisasi dan juga asosiasi
yang menjadi pemangku kepentingan
penyiaran,” ujarnya.

Lebih jauh dia memaparkan,
dalam revisi kali ini, dalam P3 KPI
menambah Norma Etika Kebangsaan,
Kemerdekaan Pers, Persaingan Usaha
yang Sehat, Profesionalisme Sumber
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Daya Manusia dan Partisipasi Publik.
Sedangkan dalam revisi SPS, Ubaidillah
mengungkap, terdapat penyederhanaan
pengelompokan isi dan memadatkan
norma yang sebelumnya diatur dalam
P3. “KPI juga melakukan sinkronisasi
pengaturan revisi P3, sehingga dapat
menghilangkan  atau meminimalisi
tumpang tindih pengaturan. Termasuk
juga memisahkan norma tata cara
penjatuhan sanksi dari revisi SPS yang
telah diatur dalam peraturan tersendiri,”
ungkapnya.

Peraturan tersebut adalah PKPI Nomor 1
tahun 2023 tentanjg Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran
yang telah diundangkan dalam Berita
Negara Nomor 244 tahun 2023. Turut
hadir dalam RDP tersebut, Wakil Ketua
KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator
Bidang Pengelolaan Kebijakan dan
Sistem Penyiaran (PKSP) Muhammad
Hasrul Hasan, Koordinator Bidang
Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso,
Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan
Mimah Susanti, Evri Rizgi Monarshi dan
Amin Shabana, serta Anggota KPI Pusat

Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan
Sekretaris KPI Pusat Umri.

Anggota Komisi | lainnya, Taufig R
Abdullah menyampaikan pula apresiasi
kepada KPI yang sudah merumuskan
draf P3SPS yang baru. Taufik mengakui
pembahasan undang-undang penyiaran
di Komisi | tidak kunjung selesai. Namun
menurutnya, kehadiran draf Revisi P3SPS
ini menjadi sangat penting sebagai
pedoman bagi dunia penyiaran. “Kami
berharap, pembahasan Revisi P3SPS
ini menjadi diagendakan pada awal
masa bakti Komisi | periode 2024-2029,”
ujarnya.

Beberapa masukan juga disampaikan oleh
anggota Komisi | yang lain, diantaranya
Sturman Panjaitan, Tb Hasanuddin dan Al
Muzammil Yusuf. Pada akhir RDP, salah
satu kesimpulan yang ditetapkan adalah
Komisi | akan membawa pembahasan
revisi  P3SPS ini sebagai agenda
pertama di awal masa bakti 2024-2029.
Harapannya, revisi P3SPS dapat selesai di
tahun 2024, pungkas Abdul Kharis.
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Evaluasi Siaran Pemilu
2024 Sebagai Pijakan
Pengawasan Siaran
Pilkada Serentak

Bogor - Lembaga penyiaran harus bebas
dari berbagai kepentingan politik dalam
melaksanakan siaran pemilihan umum
(pemilu) dan pemilihan kepala daerah
(pilkada), baik itu dari partai politik
ataupun pasangan calon, agar masyarakat
mendapatkan informasi kepemiluan ini
secara berimbang dan dalam porsi yang
sama. Sebagaimana semangat utama dari
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002
tentang penyiaran yang menegaskan
bahwa penyiaran merupakan ranah

publik dan harus digunakan untuk
kepentingan publik. Hal ini disampaikan
Netty Prasetyani, Anggota DPR RI, saat
menjadi pembicara kunci dalam Diskusi
Kelompok Terpumpun (DKT) tentang
Evaluasi Penyiaran Pemilu 2024 yang
diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), (27/9).

Dalam pandangan Netty, hingga saat
ini  masyarakat masih  menjadikan
lembaga penyiaran sebagai rujukan
informasi. Anggota DPR dari Jawa Barat
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ini mengungkap, masih banyak petani
di Jawa Barat yang belajar cara bertani
dari televisi yang hadir dalam keseharian
mereka. Karenanya, dia menilai, KPI pun
harus meningkatkan perannya dalam
menjalankan fungsi pengawasan pada
lembaga penyiaran, termasuk menjaga
ranah frekuensi ini tetap adil dan
berimbang dalam perhelatan demokrasi
yang memilih kepala-kepala daerah di
bulan November mendatang.

Secara khusus Netty mengatakan bahwa
dalam pencatatan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), lebih 20% pemilih hanya lulusan
Sekolah Dasar (SD). “Bisa kita bayangkan
keputusan untuk memilih dalam Pilkada
nanti seperti apa jadinya,” ujar Netty.
Untuk itu, dia berharap KPI mengingatkan
lembaga penyiaran agar menghadirkan
siaran Pilkadayang adil dan seimbang bagi
masyarakat yang akan menunaikan hak
politiknya. “Termasuk juga untuk pemilih
perempuan yang perlu diprioritaskan agar
kepentingannya dalam Pilkada terpenuhi,”
urainya menutup materi.

Pada kesempatan itu, Ketua KPI Pusat
Ubaidillah menyampaikan Evaluasi ini
merupakan tindak lanjut dari kegiatan
pengawasan siaran Pemilu yang sudah
dilakukan KPI pada Februari lalu.
Dalam pelaksanaan pengawasan siaran
pemilu, ujar Ubaidillah, dilakukan juga
koordinasi dengan lembaga yang menjadi
penyelenggara pemilu yakni Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu). Evaluasi ini
juga merupakan titik awal dalam rangka
pengawasan siaran Pilkada serentak.
Beberapa catatan pengawasan Pemilu
2024 disampaikan pula oleh KPI dengan
harapan dapat menjadi perhatian lebih
besar saat pengawasan siaran Pilkada.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
KPI Pusat, Tulus Santoso memaparkan
data tentang hasil pengawasan siaran
pemilu pada bulan Februari lalu.KPI sudah

memanggil lembaga penyiaran untuk
klarifikasi terkait Lliputan pendaftaran
pasangan calon (paslon). “Saat itu ada
tiga paslon tapi yang diliput hanya dua.
Alasan yang disampaikan ke KPI saat
itu karena alat yang digunakan rusak,”
ungkapnya. Secara umum, hampir semua
lembaga penyiaran berpotensi melakukan
pelanggaran, baik yang terafiliasi ke partai

politik atau tidak.

Namun ada juga teguran tertulis yang
dijatuhkan KPI, terhadap program siaran
yangterbuktimelanggaraturan,khususnya
ketentuan tentang independensi dan
netralitas isi siaran dalam setiap program
siaran. “Ke depannya, KPI berharap, iklan
politik yang disiarkan lembaga penyiaran
harus komprehensif, sehingga Pilkada
serentak tahun 2024 ini juga mampu
melahirkan pemimpin yang inovatif,
tegasnya.

Narasumber lain dalam diskusi tersebut
adalah Ketua Bawaslu Rahmat Bagja,
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
KPU Dohardi Pakpahan, Ketua Dewan
Pers Ninik Rahayu, dan Pengamat Media
Nuning Rodiyah. Turut hadir pula dalam
diskusi, Anggota KPI Pusat Bidang
Pengawasan Isi Siaran, Aliyah dan
Koordinator PKSP KPI Pusat M. Hasrul
Hasan. Menurut Aliyah, televisi dan radio
punya kontribusi besar dalam bangunan
demokrasi yang diperjuangkan bangsa ini.
Keterlibatan lembaga penyiaran dalam
siaran Pemilu dan Pilkada merupakan
bentuk kontribusinya dalam mendorong
kualitas demokrasi di negeri ini menjadi
lebih baik melalui Pemilu dan Pilkada
serentak yang luber dan jurdil. KPI juga
akan terus memaksimalkan pengawasan
dan pemantauan pemberitaan, penyiaran
serta iklan kampanye dalam Pilkada
serentak mendatang, sebagai komitmen
lembaga ini untuk menghadirkan
pemimpin di daerah yang berkualitas.”
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Politik SARA, Berita
Hoax, dan Independensi
Media, Catatan Penting
Penyelenggaraan Pemilu

Bogor - Sinergi antara Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) dan Dewan Pers dalam gugus
tugas, harus terjalin lebih baik lagi guna
mendukung pemilu dan pemilihan yang
berkualitas. Dalam Pemilu Februari lalu,
terdapat 141.008 upaya pencegahan yang
dilakukan Bawaslu, baik dalam bentuk

identifikasi kerawanan, pendidikan,
partisipasi masyarakat, naskah dinas
pencegahan  ataupun  kerja  sama

publikasi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
menyampaikan hal tersebut dalam diskusi
kelompok terpumpun
Evalusi ~ Pengawasan
Penyiaran Pemilu 2024
yang dilaksanakan KPI
Pusat, (27/9/2024).

Dia mengungkap titik
rawan yang paling
menonjol adalah politik
Suku, Agama, Ras
dan Antar Golongan

(SARA)  dan  politik
uang. Sedangkan
data pengawasan
siber menunjukkan
adanya 355 konten internet vyang
diduga melanggar dengan konten
ujaran kebencian yang diidentifikasi

sangat menonjol. Kerawanan lain yang
ditemukan Bawaslu adalah Pemilu di luar
negeri yakni terkait daftar pemilih dan
metode pemungutan suara.

Evaluasi ini juga membahas kontribusi

pers dalam penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu,
pemilu merupakan sarana perebutan
kekuasaan yang legal. “Pada konteks
ini pemilu menjadi sarana yang sangat
penting agar masyarakat terdidik lewat
cara-cara yang baik,” ujarnya. Undang-
undang memandatkan pada dewan pers
untuk menjaga keseimbangan agar pers
tidak terjebak pada pemberitaan hal-
hal prosedural dalam Pemilu. “Esensi
demokrasi itu bagaimana menghadirkan
kelompok  termajinalkan mendapat
tempat,” tegasnya.

EVALUASI PENGAWASA
MILY TAHUN 2024
AN INDONESIA |

PENYIARAN
KO\

Ninik menyadari pesta demokrasi ini
harus dapat berlangsung secara damai,
namun bukan berarti tidak ribut. “Tidak
bisa damai diartikan sebagai diam-diam
saja saat terjadi berbagai pelanggaran,
tegasnya. Dia mengingatkan pula bahwa
fungsi pers adalah memberikan dukungan
informasi.

PENYIARANKITA | September — Oktober 2024 m



LAPORAN UTAMA

Perwakilan KPU vyang hadir dalam
Evaluasi, adalah Dohardo Pakpahan
selaku Kepala Bagian Hubungan Antar
Lembaga. Dohardo mengatakan, Pemilu
2024 lalu mendapat perhatian sangat
besar dari berbagai media massa, baik
cetak, online ataupun penyiaran. Sebagai
regulator penyiaran, dikatakan Dohardo,
KPI  telah melakukan pengawasan
terhadap pemberitaan, penyiaran dan
iklan kampanye agar semua dapat
dipastikan tetap dalam koridor yang tepat.
“Terbukti dari pemilu lalu, keberadaan isu
sara sudah sangat minim sekali, berbeda
dengan yang sebelumnya,” ujar Dohardo.

Dohardo menyoroti tentang peredaran
konten hoax menjelang Pemilu 2024.
Kerja. sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika, berbuahkan
1971 konten hoax yang di-take down. Data
lain yang didapat KPU yakni sebanyak
62% masyarakat pernah melihat informasi
yang keliru di media, dan 80% dari
mereka percaya bahwa informasi yang
beredar di masyarakat mampu memberi
pengaruh terhadap pilihan politik. KPU
mengapresiasi KPl yang mengeluarkan
peraturan dan juga pedoman penyiaran
kampanye yang lebih rinci, termasuk
larangan adanya unsur provokatif dalam
iklan kampanye. Dohardo berharap,

kolaborasi lembaganya

dengan  KPlI  dapat
terjalin lebih baik lagi
demi menghasilkan

kualitas demokrasi yang
kuat dan berkualitas.

Terkait independensi
media dalam Pemilu
disoroti oleh Nuning
Rodiyah yang hadir
sebagai narasumber.

Tantangan independensi
antara lain banyaknya
pengisi program siaran
yang menjadi peserta
pemilu, pemilik media
penyiaran yang terafiliasi dengan peserta
pemilihan atau partai pengusung,
penyampaian informasi oleh lembaga
penyiaran yang sarat dengan framing.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan
untuk media lokal masih terbatas pada
penayangan iklan pemberitaan, penyiaran
dan iklan kampanye, ujarnya.

“Sebenarnya yang dapat menindak
pasangan calon tetaplah KPU, karena
posisi  KPI dan Bawaslu memberi
rekomendasi terkait pelanggaran yang
dilakukan pasangan calon di lembaga
penyiaran,” ungkapnya. Nuning juga
melihat potensi pelanggaran siaran
lainnya adalah blocking segment yang jauh
lebih mudah dinilai. “Tinggal lihat saja
kecenderungan pembawa acara condong
kemana,” pungkasnya.

Diskusi ini juga dilengkapi dengan data
pengawasan yang dilakukan KPI Pusat
pada Pemilu 2024. Hadir dalam evaluasi
tersebut Ketua KPI Pusat Ubaidillah,
Koordinator ~dan  anggota  Bidang
Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus
Santoso dan Aliyah, dan juga Koordinator
Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem
Penyiaran (PKSP) Muhammad Hasrul
Hasan.
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KPI Minta Pemerintah

Daerah Sosialisasikan
Pilkada Serentak 2024 di
Televisi dan Radio Lokal
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Serang - Netralitas lembaga penyiaran
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pilkada) menjadi sebuah
kemestian yang harus dilaksanakan. Hal
ini sebagai usaha menciptakan pesta
demokrasi yang netral serta kondusif

dan aman di tengah masyarakat.
Anggota Komisi | DPR Rl Tb Hasanuddin
menyampaikan hal tersebut dalam
kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi |
DPR RI ke Provinsi Banten bersama mitra
Komisi | diantaranya Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), KPI Daerah Banten, dan
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan
RRI.

Hasanuddin juga menegaskan, pentingnya
kolaborasi antarlembaga terkait, baik itu
TVRI, RRI, Lembaga Penyiaran atau juga
KPI Daerah yang mengawasi konten dan
isi siaran Pilkada Serentak 2024 di Banten.
Menurutnya konten siaran yang netral dan
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berimbang bagi seluruh kandidat kepala
daerah, dapat membantu menghadirkan
suasana yang kondusif di tengah
masyarakat, sehingga perta demokrasi
juga memberi banyak kemaslahatan bagi
masyarakat Banten, termasuk melahirkan
pemimpin yang membawa provinsi ini
lebih sejahtera, ujarnya.

Hadir pula dalam Kunker Spesifik Komisi
| DPR RI di Banten, Ketua KPI Pusat
Ubaidillah yang didampingi anggota KPI
Pusatbidang Kelembagaan Mimah Susanti,
Evri Rizgi Monarsi dan Amin Shabana.Pada
pertemuan tersebut Ubaidillah berharap
pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini
dapat mengikutsertakan LPP lokal dan
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Llokal
untuk menyiarkan konten Pilkada. Apalagi
ini kan pemilihannya tingkat provinsi,
kabupaten dan kotamadya, seharusnya
televisi dan radio lokal juga diberikan
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peluang berkontribusi pada momentum
demokrasi ini,” ujarnya.

Ubaidillah melihat, dengan
mengikutsertakan televisi dan radio
lokal, baik itu LPP atau pun LPS, tentunya
konten siaran yang disampaikan akan
lebih tepat sasaran pada para pemilih
setempat. Jangan sampai juga, kegiatan
debat kandidat tingkat kabupaten atau
kotamadya,justru disiarkan secara
nasional. “Hal seperti ini tentu tidak tepat
sasaran,” tambahnya.

Lebih jauh dirinya berharap, pemerintah
daerah  dapat menempatkan iklan
sosialisasi  Pilkada  Serentak pada
lembaga penyiaran lokal yang selama
ini telah berkiprah menunaikan hak-hak
informasi bagi publik. “Kami berharap,
pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini
juga memberikan stimulus finansial bagi
lembaga penyiaran lokal yang saat ini
berjuang tetap eksis di tengah gempuran
media digital,” pungkasnya.
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KPI Minta KPU Libatkan TV
Lokal dalam Kegiatan Kampanye

Pilkada 2024

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
di daerah memberi atensi khusus terhadap
lembaga penyiaran lokal dalam penyiaran
kampanye Pilkada 2024. Harapannya jangan
ada monopoli dari salah satu lembaga
penyiaran televisi lain.

Anggota sekaligus Koordinator Bidang
Pengembangan  Kebijakan dan  Sistem
Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad
Hasrul Hasan mengatakan, pesta demokrasi
yang dihelat ini selayaknya bisa dinikmati
oleh seluruh kalangan, dalam arti ini juga
harus bisa menjadi stimulan bagi badan
usaha penyiaran.

“Semua orang harus menikmati, jadi tidak
mungkin ada Pesta Pilkada, sementara
teman-teman TV lokal, dan teman radio lokal
tidak hidup,” ujar Hasrul, Senin lalu.

Dia mengatakan KPU mesti peduli dengan
kondisi saat ini, bagaimana KPU bisa
membagi lembaga penyiaran ini degan lokal.
“Memberi stimulan di tengah kondisi dunia
bisnis penyiaran ini. Tentu Pilkada ini menjadi
obat sementara buat teman-teman penyiaran
untuk menyambung hidup. Kita harap KPU
care dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Pihaknya, kata dia, telah mengeluarkan
Surat Edaran (SE) No 6 Tahun 2024 tentang
Pemberitaan, Penyiaran, dan lklan Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati,
Walikota, dan Wakil Tahun 2024 di Lembaga
Penyiaran.

Edaran inipun telah sejalan dengan Peraturan
KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.

Yang mana peran sentral dari
penyelenggaraan Pilkada berada di daerah
sehingga penyiarannya pun seharusnya tak
luput melibatkan media lokal. KPI juga telah

meminta agar KPU berkonsultasi melibatkan
KPI di tingkat daerah dalam penyebarluasan
informasi ini.

Sesuai dengan regulasi, ada beberapa syarat
yang perlu dipenuhi oleh KPU di daerah
dalam penyiaran debat ini, KPU mesti
menujuk lembaga penyiaran yang berizin.
Kalau di Sulsel, ada Fajar TV yang memiliki
izin. Kemudian menunjuk lembaga penyiaran
swasta dan lembaga penyiaran publik.

Menurutnya sah-sah saja menunjuk TV
nasional ataupun lembaga penyiaran publik
negara jika mengacu ada regulasi. Akan
tetapi, jangan ada kesan monopoli. KPU tak
boleh melupakan peran lembaga penyiaran
lokal.

“Lembaga Penyiaran TV maupun radio lokal,
untuk distribusi informasi, karena lagi-lagi
yang ingin kita beri pendidikan politik,
yang ingin kita literasi adalah masyarakat
kabupaten/kota yang ingin menggelar
pilkada, jadi ketelibatan media lokal sangat
penting,” tuturnya.

Perihal data lembaga penyiaran di daerah
atau lokal, Hasrul menyarankan KPU untuk
melihat dan memastikannya di aplikasi
smiled KPI. “Seluruh data lembaga penyiaran
lokal ada di aplikasi tersebut. KPU bisa cek di
aplikasi smiled KPI,” ujarnya. Berikut adalah
link aplikasi smiled KPI.
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KPI Minta Media
Penyiaran Kedepankan
Asas Keberimbangan,
Keadilan dan Kesetaraan

Bekasi - Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad
Reza mengatakan, keterlibatan lembaga
penyiaran dalam Pilkada Serentak 2024
sangat penting dan strategis khususnya
dalam memberikan atensi terhadap
proses pemilihan di tingkat daerah. Selain
itu, media juga dapat berperan dalam
melawan praktik-praktik kotor dengan
mengedukasi masyarakat agar memilih
berdasarkan program dan kompetensi
para calon.

“Partisipasi aktif lembaga penyiaran
dalam Pilkada 2024 menjadi faktor
penting dalam menentukan kualitas

demokrasi di tingkat daerah. Dengan
komitmen yang kuat untuk menjaga
profesionalisme dan integritas, lembaga
penyiaran dapat membantu menciptakan
Pilkada yang sukses, transparan, dan
berintegritas tinggi,” katanya di sela-
sela diskusi bersama Lembaga Penyiaran
dengan tema “Pencegahan Pelanggaran
Isi Siaran” di Bekasi, Jawa Barat, Senin
(7/10/2024).

Di sisi lain, Reza menegaskan, pihaknya
mengimbau seluruh lembaga penyiaran
agar memberikan waktu dan kesempatan
yang setara kepada semua kontestan
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tanpa memihak salah satu calon. Hal
ini penting agar publik mendapatkan
informasi yang akurat, objektif, dan
komprehensif mengenai seluruh calon
kepala daerah, sehingga mereka dapat
membuat pilihan yang rasional dan
berdasarkan pertimbangan yang matang.

“Prinsip independensi dan keseimbangan
dalam pemberitaan menjadi kunci untuk
menjaga keadilan dalam penyampaian
informasi kepada masyarakat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota
KPI Pusat, | Made Sunarsa, Muhammad
Hasrul Hasan, Mimah Susanti, dan
Evri Rizki Monarshi. Menurut mereka,
lembaga penyiaran harus menjaga prinsip
keberimbangan dan proporsionalitas
dalam menampilkan pasangan calon
(paslon) Pilkada dalam siaran khususnya
di program talkshow. Setiap paslon harus
diberikan kesempatan yang sama untuk
menyampaikan visi, misi, dan program
kerja mereka, sehingga publik dapat
mendapatkan informasi yang adil dan
objektif selama proses Pilkada 2024.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat bidang
Pengawasan Isi Siaran,Aliyah mengatakan,
pihaknya telah menetapkan pedoman bagi
lembaga penyiaran dalam pemberitaan,
penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada

2024. Melalui Surat Edaran KPI Nomor 6
Tahun 2024, diharapkan acuan ini dapat
disampaikan secara luas kepada seluruh
anggota jaringan penyiaran di daerah,
sehingga aturan main dalam penyiaran
Pilkada dapat dipahami dan dijalankan
dengan baik.

“KPI berharap dengan adanya aturan
dan pengawasan yang ketat, lembaga
penyiaran dapat memainkan peran
penting dalam menciptakan Pilkada yang
adil dan demokratis,” kata Aliyah.

Di tempat yang sama, Deddy Risnanto
dari Kompas TV menuturkan, lembaga
penyiaran memberikan apresiasi kepada
KPI Pusat yang telah menggagas kegiatan
dan mengeluarkan surat edaran sebagai
pedoman dalam proses produksi siaran
Pilkada 2024.

“Pedoman tersebut diharapkan dapat
membantu lembaga penyiaran agar tidak
salah langkah dalam menyampaikan
informasi selama Pilkada berlangsung.
Namun, lembaga penyiaran  juga
mencatat bahwa meskipun media digital
tidak diatur sebagai lembaga penyiaran,
platform tersebut memiliki porsi besar
dalam iklan dan publikasi pemilihan,
yang menjadi tantangan tersendiri,” ujar
Deddy. Syahrullah
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Buntut Debat Sengit Rocky
vs Silfester, KPI Panggil

iNews TV

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) Pusat meminta iNews TV dan
lembaga penyiaran lainya untuk tidak

menormalisasi kata-kata yang tidak
pantas (kata kasar, umpatan, dan hinaan)
dalam isi siaran. Supaya tidak ada
anggapan bahwa kata-kata tidak pantas
itu sebagai sesuatu yang lumrah atau
normal.

Permintaan ini ditegaskan KPI Pusat dalam
klarifikasi iNews TV terkait beberapa
program acaranya yang menayangkan
dialog antara Rocky Gerung dan Silfester
Matutina, Selasa (17/9/2024) di Kantor
KPI Pusat. Dalam dialog yang disiarkan
secara langsung itu terlontar kata-
kata yang tidak pantas seperti dungu,
pecundang, dan bodoh.

Kata-kata tidak pantas itu ditemukan tim
pemantauan KPI Pusat diantaranya dalam
program acara “Rakyat Bersuara”, “iNews
Malam”, “iNews Pagi”, “iINews Sore”, dan
“iNews room”. Selain itu, KPI Pusat juga
mendapatkan pengaduan dari masyarakat

terkait lontaran kata-kata tidak pantas di
atas.

Di awal acara, Anggota KPI Pusat Tulus
Santoso mengatakan, klarifikasi ini
untuk mengetahui pertimbangan dari
INews menyiarkan kata-kata tersebut
dalam tayangan. Selain itu, KPI menilai
pihak iNews tidak melakukan kebijakan

penghentian ketika dialog tersebut
menjurus dengan saling maki dan
mengumpat.

‘Apa yang menjadi pertimbangannya

sehingga tidak menghentikan atau
menjeda  sehingga  konflik  makin
memanas,” kata Koordinator bidang

Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Anggota KPI Pusat Aliyah menekankan
kepekaan lembaga penyiaran akan
dampak dari tayangan yang di dalamnya
terdapat ungkapan kata tidak pantas.
Dia mengkhawatirkan, setiap kata kasar,
umpatan atau hinaan yang muncul dalam
siaran akan dianggap sesuatu yang biasa
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oleh penonton.

“Klarifikasi ini bukan terkait
keberimbangan rakyat bersuara tetapi
terkait kata-kata kasar yang disampaikan
narasumber. Jangan sampai kata ini
dinormalisasi oleh publik atau dianggap
biasa, Apalagi saat acara ini tayangan, di
jam-jam anak masih menonton,” tegas
Aliyah.

Dia juga meminta perhatian iNews TV
untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam
mengundang narasumber acara. “Kita
tahu kedua narasumber ini punya trek
record yang selalu emosional. Program ini
bagus dan jangan sampai dikotori dengan
kata-kata tersebut,” ujar Aliyah.

Di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat
Ubaidillah Ubaidillah menanyakan SOP
(standar operasional prosedur) untuk
acara live di iNews. Menurutnya, SOP ini
penting untuk menghindari adanya kata-
kata tidak pantas dalam siaran live.

Anggota KPl Pusat Muhamad Hasrul
Hasan, menanyakan respon tim redaksi
ketika terjadi kejadian tersebut. ‘Apakah
waktu itu tim sempat mengalihkan dan
kenapa masih berlanjut,” kata Koordinator
bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistim
Penyiaran (PKSP).

Adapun Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad
Reza mengapresiasi upaya iNews yang
telah melakukan kontrol atau editing
dalam program selanjutnya setelah
kejadian tersebut. Sayangnya, lanjut dia,
adegan tersebut masih ada di media
sosial.

Dalam klarifikasinya, perwakilan iNews
TV Aiman Adi Witjaksono menjelaskan,
jika program acara “Rakyat Bersuara”
dibuat dan ditayangkan sebagai bentuk
aspirasi terhadap degradasi demokrasi.

MONITOR SIARAN

Menurutnya, program siaran ini memiliki
filosofi dari publik untuk publik. Terkait
adanya kata-kata kasar dalam tayangan
tersebut, iNews menyatakan ke depan
akan melakukan perbaikan.

Aiman juga menyampaikan alasan
saat program siaran “Rakyat Bersuara”
berlangsung dan penayangan cuplikan
dalam siaran jurnalistik “iINews Malam’,
“INews Pagi”, “iNews Sore” dan “iNews
room” host tidak menghentikan atau
melakukan editing saat Rocky Gerung
berkata kasar. Berdasarkan pengalaman,
kata-kata tersebut sudah sering diucapkan
oleh Rocky Gerung, di televisi free to air
maupun sosial media dan tidak dianggap
bermasalah di publik.

Selain itu, lanjutnya, dalam program
siaran live tidak dapat dilakukan
perbaikan materi secara instan dan untuk
memperbaikinya harus ada jeda.“Sebelum
live kami juga telah memberikan arahan
dan batasan kepada seluruh narasumber
dalam program tersebut sebelum live
berlangsung. Bahkan, kami juga telah
mengingatkan kepada narasumber
Silfester untuk tidak menyerang Rocky
Gerung terkait hal-hal pribadi. Kami juga
langsung melakukan break setelah itu.
Dalam tayangan ulang program siaran
“Rakyat Bersuara” kami telah lakukan
proses editing terhadap kata-kata kasar
yang dimaksud,” terang Aiman.

Dalam kesempatan itu,iNews menegaskan
komitmennya untuk tidak menjadikan
kata-kata tidak pantas tersebut sebagai
sesuatu hal yang biasa dalam siaran.
Aiman juga mengapreasiasi undangan
klarifikasi  yang dinilainya  bagian
dari perhatian KPI terhadap lembaga
penyiaran untuk menyiarkan program
yang baik. ‘Agar kami tetap memberi
siaran yang bertanggungjawab dan
mempertahankan nilai-nilai demokrasi,”
tandasnya. ***
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KPI Kurangi Durasi dan Waktu
Siaran “Brownis” Trans TV

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi
administratif berupa “Pembatasan Durasi dan
Waktu Siaran”untuk Program Siaran “Brownis”
di Trans TV. Program siaran bergenre variety
show ini dinilai telah melanggar aturan
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam tayangan
“Brownis” pada tanggal 18 Juli 2024 mulai
pukul 13.07 WIB. Program dengan klasifikasi
R (Remaja) ini menampilkan seorang pria a.n.
Rahul Khan dengan bahasa tubuh kewanita-
wanitaan.

Adapun pelaksanaan sanksi ini dimulai
pada hari Senin, tanggal 9 September 2024,
hingga hari Rabu, tanggal 11 September
2024. Apabila sanksi ini tidak dilaksanakan
oleh Trans TV sebagaimana waktu yang
telah ditentukan, maka KPI Pusat akan
meningkatkan level sanksi yang dimaksud.
Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat
sanksinya yang telah dilayangkan pekan lalu.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran
sekaligus Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso
mengatakan, pemberian sanksi pembatasan
durasi dan waktu siaran merupakan hasil
keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi
setelah mendengarkan klarifikasi pihak Trans
TV.

“Pasal-pasal  yang dilanggar terkait
perlindungan terhadap anak dalam seluruh
aspek isi siaran serta penggolongan
program siaran. Kami tidak bisa mentolerir
segala bentuk tayangan yang menampilkan
perilaku yang tidak pantas dan memberikan
contoh yang tidak baik kepada anak-anak,
Hal ini jelas tidak mendidik dan akan
memberi dampak negatif terhadap penonton
khususnya anak-anak dan remaja,” jelas Tulus,
Senin (2/9/2024).

PROGRAM SIARAN

Trans TV

KENA SANKSI
PENGURANGAN
DURASI DAN WAKTU
SIARAN

Anggota KPI Pusat Aliyah menambahkan,
pihaknya telah menerima surat keberatan dari
stasiun Trans TV tertanggal 26 Agustus 2024
lalu perihal penyampaian hak keberatan atas
keputusan sanksi administratif tersebut.“Dan
kami sudah membahas keberatan tersebut
dan mengeluarkan keputusan,” katanya.

Aliyah meminta Trans TV dan seluruh
lembaga penyiaran untuk memperhatikan
aturan P3SPS serta surat edaran agar
kejadian serupa tidak terulang. Program
siaran yang berklasifikasi R, lanjutnya, mesti
berisikan siaran yang mengandung nilai-nilai
pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai
sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan,
apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin
tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

“Dalam Pasal 37 Ayat (4) huruf a disebutkan
bahwa program siaran dengan klasifikasi
R dilarang menampilkan muatan yang
mendorong remaja belajar tentang perilaku
yang tidak pantas dan atau membenarkan
perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai
hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-
hari,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, KPI Pusat meminta
masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya
pelaksanaan sanksi tersebut. ***
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Dalam Ketiadaan Regulasi di
Internet, KPI Ajak Mahasiswa
Jadikan TV dan Radio sebagai
Rujukan Informasi

""%M‘
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Bogor-Kesetaraanaturanpadaparapelaku
penyiaran, baik di ranah free to air atau
pun di platform internet sangat mendesak
untuk direalisasi. Industri penyiaran
Indonesia saat ini, membutuhkan adanya
level playing field untuk tumbuhnya
industri secara sehat. Komitmen lembaga
penyiaran di Indonesia sudah jelas, dalam
melawan ujaran kebencian di tengah
masyarakat yang ramai diedarkan melalui
internet. Hal ini juga disebabkan adanya

regulasi konten yang berlapis untuk
televisi dan radio, tidak saja melalui
undang-undang penyiaran dan aturan
turunannya, tapi juga lewat aturan dari
kementerian dan lembaga lain yang juga
memiliki keterkaitan kepentingan pada
lembaga penyiaran. Hal ini disampaikan
Gilang Iskandar selaku Sekretaris Asosiasi
Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) saat
menjadi narasumber Gerakan Literasi
Sejuta Pemirsa (GLSP) yang bertajuk
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Cerdas Bermedia
Berkualitas, (27/9).

Menuju  Penyiaran

Dalam kegiatan yang digelar Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Gilang
mengungkap adanya tekanan politik
yang luar biasa oleh para pihak yang
tidak mau adanya aturan terhadap konten
di platform internet. “Indonesia terus
menerus hanya dijadikan pasar,” ujarnya.
Padahal, ujar Gilang, lembaga penyiaran
ini merupakan aset bangsa yang harus
dilindungi baik lantaran kontribusinya
terhadap perekonomian atau pun juga
terhadap ketahanan budaya.

“Kalau bicara Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), itu harga mati. Karena
kami tidak akan menyiarkan konten yang
memecah belah bangsa,” tegasnya. DI
satu sisi, televisi adalah motor penggerak
ekonomi  karena kuatnya pengaruh
terhadap masyarakat terhadap konsumsi
produk yang diiklankan. Gilang juga
menjelaskan, sekalipun media dengan
platform internet terus mendominasi,
tetap saja e-commerce masih disiarkan di
televisi. Hal ini dikarenakan kesadaran
para pengiklan, bahwa televisi masih
memiliki magnet yang besar bagi publik.

Sejalan dengan pernyataan Gilang,
Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan
Evri Rizgi Monarshi juga menyampaikan
bahwa dari data Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kemenkominfo)
menunjukkan bahwa televisi masih
menjadi  rujukan masyarakat dalam

mencari validitas informasi. “Jadi bisa
saja, publik banyak mengakses konten
media sosial. Tapi rujukan terpercaya
bagi masyarakat, masih kepada media
mainstream, termasuk televisi,’'ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Evri juga
menyampaikan pada mahasiswa, bahwa
hingga saat ini kewenangan KPI masih
pada pengawasan di media free to air,
yakni televisi dan radio. Regulasi yang ada
sekarang belum memberikan wewenang

pada KPI untuk melakukan pengawasan
konten internet termasuk media sosial.
Sekalipun, ujar Evri, aduan masyarakat
pada KPI saat ini juga banyak ditujukan
pada konten-konten media sosial. “Segala
insiden yang terjadi di internet, yang
sedang ramai jadi pembicaraan, juga
diadukan kepada KPI,” terang Evri.

Menyambung  diskusi dalam  GLSP,
Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan
Amin Shabana juga menyampaikan
keresahannya terhadap muatan di internet
yang kerap kali membuat kapitalisasi
terhadap kasus-kasus kontroversial. Amin
menyinggung perseteruan antara Ibu dan
anak yang menjadi pesohor di media.
Para pembuat konten (content creator),
ujar Amin, menjadikan penggerebegan
dan perseteruan itu sebagai bahan
olok-olok di sosial media sehinga orang
menertawakan, padahal seharusnya kita
prihatin dengan kondisi tersebut.

Ketiadaan aturan ini, menjadikan media
sosial sebagai hutan belantara yang
segala rupa ada disana. Untuk itu, tambah
Amin, para mahasiswa yang merupakan
Gen Z ini harus cerdas dalam mencerna
realitas saat ini. “Gen Z harus terampil
dalam  menerima dan  mengelola
informasi, “ujarnya. Salah satunya adalah
dengan menjadi lembaga penyiaran
sebagai rujukan.

Informasi di  media sosial, dapat
dibuat oleh semua orang tanpa syarat
kompetensi  apapun. Hal berbeda
dengan informasi di lembaga penyiaran,
ujarnya. Ada mekanisme bertahap
menayangkan informasi, termasuk proses
verifikasi berulang untuk memastikan
akurasinya. Hal ini yang membedakan
kualitas informasi dari media sosial dan
lembaga penyiaran. “Karenanya, dalam
kondisi informasi yang overload seperti
saat ini, pastika rujukan kita adalah
media mainstream seperti televisi dan
radio,’pungkas Amin.
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Konferensi Penyiaran Indonesia
2024: Membangun Konektivitas
Internasional Industri Penyiaran
Menghadapi Tantangan Revolusi
Media

Digital

Ciputat — Industri penyiaran global tengah
menghadapi tantangan luar biasa dengan
perkembangan dan disrupsi teknologi
digital. Berbagai platform digital hadir
di ruang privat dengan beragam konten
interaktif melalui akses internet. Studi
yang dilakukan beberapa lembaga riset
dunia dan lokal menunjukkan pergeseran
tren masyarakat dalam mengkonsumsi
media dari lembaga penyiaran ke
platform media baru. Kondisi ini tentu
harus disikapi dengan cepat agar industri
penyiaran tidak semakin terpinggirkan
dari platform media lainnya. Migrasi dari
penyiaran analog (ASO) ke digital hanya
langkah awal. Perlu strategi yang tepat
dalam penguatan ekosistem penyiaran
digital yang sudah dijalankan banyak
negara, termasuk Indonesia.

Berbicara tentang ekosistem perlu
adanya cetak biru (blue print) yang kuat
dari hulu ke hilir dari industri penyiaran.
Amerika Serikat dan Inggris mungkin

CONFERENCE 2024

Global Opportunities and Challenges of Broadcasting Ind istry
in the Digital Transformation Era sch

merupakan negara maju yang seringkali
menjadi referensi tata kelola industri
penyiaran digital negara lain di dunia.
Sedangkan konteks Indonesia, ekosistem
penyiaran digital paska ASO masih
belum disiapkan dengan baik. Indonesia
sangat membutuhkan regulasi penyiaran
digital yang sesuai perkembangan
zaman di sektor hulu. Regulasi yang
dapat melindungi semua kepentingan
pemangku kepentingan, termasuk yang
berada di wilayah tertinggal, terdepan dan
terluar (3-T). Setelah regulasi, penguatan
lembaga penyiaran yang adaptif dengan
kemajuan teknologi informasi yang terjadi
saat ini. Sementara pada sektor hilir perlu
adanya peningkatan kualitas konten
penyiaran dengan memperkuat kapasitas
insan penyiaran nasional dan masyarakat
pengguna media penyiaran.

Selain melakukan pengawasan isi siaran,
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai
regulator penyiaran yang diberikan
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mandat Undang-Undang nomor 32 tahun
2002 tentang Penyiaran, memiliki tugas
dan kewajiban lain dalam memperkuat
iklim industri penyiaran nasional. Pasal
8 ayat 2 poin e berbunyi, KPI diberikan
wewenangmelakukankoordinasidan/atau
kerjasama dengan Pemerintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat. Selama 4
tahun, wewenang tersebut dilakukan
melalui kegiatan tahunan Konferensi
Penyiaran Indonesia sejak 2019. Tujuan
dari kegiatan ini yaitu menjadi titik temu
bagi para pemangku kepentingan sektor
penyiaran guna membahas isu terkini
dan mendiseminasikan hasil penelitian
seputar penyiaran. Bentuk kegiatan
yang dilakukan berupa kompetisi antar
universitas beberapa kategori penyiaran,
seminar nasional dan parallel session.
Sudah  banyak pemenang lomba,
pembicara dan peneliti yang dihadirkan
dalam kegiatan konferensi ini.

Kini pada penyelenggaraan tahun ke-
5, KPI meningkatkan skala konferensi
penyiaran menjadi skala internasional.
Perkembangan industri penyiaran
digital yang berbeda-beda setiap negara
mendorong KPI untuk membuka ruang
diskusi dan pembelajaran dari negara lain
demi menguatkan ekosistem penyiaran
nasional. Kegiatan Konferensi Penyiaran
Indonesia (Indonesia Broadcasting
2024) digelar dengan mengangkat tema
“Global Opportunities and Challenges
of Broadcasting Industry in the Digital
Transformation Era” pada 29-31 Oktober
2024. Setidaknya terdapat dua tujuan
besar yang ingin diwujudkan kegiatan
ini yaitu untuk memberikan updates dan
tukar informasi terkait perkembangan
industri penyiaran digital global melalui
para narasumber serta pemakalah yang
hadir selama konferensi.

Amin  Shabana Komisioner Bidang
Kelembagaan menyampaikan, meskipun
barutahun pertamaberskalainternasional,
kegiatan Konferensi Penyiaran Indonesia

2024 ini berhasil mengumpulkan 139
paper dari 7 negara vyaitu Indonesia,
Malaysia, Thailand, India, Cina, Australia
dan Skotlandia. Sementara itu hadir 2
pembicara dari Malaysia dan Filipina
mengisi sesi Seminar Industri Penyiaran
selain dari Bappenas, asosiasi dan
akademisi.“Yang sangat menggembirakan
juga adalah keterlibatan 3 negara dalam
kegiatan kompetisi penyiaran sebagai
kegiatan Pre-event Konferensi Penyiaran
Indonesia. KPI tentu sangat menunggu
berbagai kajian yang dipresentasikan
oleh para narasumber dan peneliti yang
terlibat dalam call for papers tersebut’,
ujar Amin.

Torehan penting ini tentu tidak terlepas
dari kerjasama yang sangat baik dengan
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
[lmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
dan Asosiasi Pendidikan [lmu Komunikasi
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APIK
PTM) yang terjalin sejak Maret 2024.
Rektor UM, Prof. Dr. Mamun Murod, M.Si.,
menyambut baik pelaksanaan Konferensi
Penyiaran Indonesia 2024. Mamun
mengatakan, antisipasi dan adaptasi atas
perkembangan teknologi ini menjadi
sebuah keharusan bagi pelaku industri
penyiaran untuk dapat eksis bersama
masyarakat.

Perubahan lanskap penyiaran saat ini juga
membutuhkan sumbangsih  pemikiran
dari lingkungan kampus dan akademisi
sebagai referensi industri penyiaran
dalam mengisi ruang-ruang publik dengan
konten yang berkualitas dan bermanfaat
bagi publik. Dialektika akademik yang
hadir dalam konferensi ini diharapkan
memberi tawaran solusi atas beragam
tantangan keknian. Ma'mun berharap,
beragam temuan ilmiah pada forum ini
menjadi kontribusi nyata dan referensi
fundamental yang berdampak signifikan
terhadap pengembangan keilmuan dan
praktik dalam dunia penyiaran.
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Konferensi Penyiaran Indonesia
2024: Soroti Perkembangan
Media dan Penanaman Nilai
Pancasila dalam Siaran

Semarang - Mahasiswa didorong untuk
ikut aktif mengawasi siaran Pilkada 2024
di lembaga penyiaran, TV dan radio. Peran
serta pengawasan mahasiswa ini penting

untuk menciptakan pemilihan kepala
daerah yang aman dan bermartabat. Hal
ini disampaikan Anggota KPI Pusat Aliyah
dalam kegiatan Bimtek Pengawasan
Penyiaran Pilkada 2024 di Universitas
Islam Negeri (IIN) Walisongo, Semarang,
Senin (9/9/2024).

“Pada 27 November nanti akan ada
perhelatan besar yang dilakukan bangsa
ini yaitu pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, walikota dan wakil walikota, dan
bupati dan wakil bupati secara serentak.
Kami berharap dengan adanya acara ini,
adek-adek mahasiswa menjadi duta-duta
pengawasan siaran dan membantu peran
KPI,” pinta Aliyah di depan peserta bimtek
yang sebagian besar mahasiswa UIN
Walisongo Semarang.

Menurut Aliyah, KPI memang mengawasi
program siaran TV maupun Radio 24 jam.
“Tetapi kami merasakan itu masih belum
cukup, maka kami melibatkan adek-
adek mahasiwa untuk ikut ambil bagian
mengawasi siaran-siaran yang berlangsung
di TV dan radio. Apakah adek-adek siap!”
serunya dan langsung dijawab siap.

Dalam laporannya ini,  Aliyah
mengingatkan  kewajiban lembaga
penyiaran untuk menjaga isi siarannya
untuk tidak berat sebelah. Pasalnya,
berdasarkan UU No.32 tahun 2002
tentang Penyiaran, isi siaran wajib
menjaga netralitasnya dan tidak
mengutamakan kepentingan kelompok
tertentu.

‘Ada aturannya. Begitu juga dengan
aturan yang ada di KPl vyakni
pedoman perilaku penyiaran dan
standar program siaran,” tuturnya.
Berdasarkan pemantauan KPI
selama penyelenggaraan penyiaran
pemilu, pileg dan pilpres kemarin, hampir
seluruh siaran politik lembaga penyiaran
relatif aman. “Lancar pemberitaan dan
iklan  kampanyenya. Dugaan potensi
pelanggarannya pun tidak  sampai
penjatuhan sanksi. Barangkali hal ini
berbeda dengan keriuhan di platform
media sosial yang ranah pengawasannya
belum menjadi kewenangan KPI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Ubaidillah,
meminta lembaga penyiaran  untuk
mengedepankan asas keberimbangan
dalam siaran Pilkada 2024. Selain itu,
lembaga penyiaran harus memberikan
kesempatan yang sama untuk seluruh
pasangan calon yang berkontestasi dalam
Pilkada 2024.

“Mereka harus dapat kesempatan yang
sama. Aturan-aturan ini harus diikuti
lembaga penyiaran. Karenanya, masyarakat
harus ikut mengawasi siaran di lembaga
penyiaran,” katanya sebelum membuka
kegiatan tersebut.

Ubaidillah  juga meminta lembaga
penyiaran untuk menyiarkan seluruh proses
penyelenggaran pilkada ini secara terbuka
dan luas. Sehingga masyarakat dapat
menerima secara aktual dan faktual seluruh
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informasi terkait pilkada. “Kita khawatir
dengan info yang tidak benar atau hoaks
yang berasal dari media sosial. Karenanya,
informasi dari lembaga penyiaran menjadi
bahan validasi bagi masyarakat terhadap
info tersebut,” tuturnya.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN  Walisongi,
mengatakan  keterlibatan =~ mahasiswa
ikut memantau siaran pilkada dapat

Muhammad Fauzi,

uhammed Jkurtc
l'1er 30t “V !

menghasilkan penyelenggaraan pilkada
yang baik dan bermartabat.Selain itu, peran
mahasiwa dapat mengarahkan masyarakat
untuk memastikan pilihan ke calon-calon
yang memang berkualitas dan baik.

“Kita menginginkan pilkada ini
menghasilkan pemimpin-pemimpin
daerah yang terbaik dari yang terbaik,’
tandasnya. ***

m PENYIARANKITA | September — Oktober 2024



DINAMIKA PENYIARAN

Kesetaraan Regulasi Sebagai
Sebuah Bukti Hadirnya Negara

@ |“Kesetaraan Regulasi,
! \ Penyiara’ #i rbasis In"?
i | Konvensi i <

-
-

Makassar - Usaha Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) mewujudkan adanya
regulasi untuk media yang dipancarkan
melalui platform internet semata karena
negara harus hadir dalam memberikan
perlindungan, baik untuk publik atau pun
untuk ekosistem media penyiaran secara
keseluruhan. KPI berhadap ada level
playing field atau kesetaraan regulasi
bagi semua platform media, baik di
konvensional atau pun melaluii internet.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPI
Pusat Ubaidillah saat membuka Diskusi
Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema
Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis
Internet dan Konvensional, (21/9).

Saat ini, ujar Ubaidillah, terdapat aturan
yang sangat ketat bagi penyiaran free
to air. Misalnya rokok yang tidak boleh
muncul di televisi, atau pun konten
pornografi yang tegas aturan pembatasan
atau pelarangannya. Namun podcast
yang disiarkan lewat internet, orang
dapat tampil leluasa sambil merokok,

atau pun konten pornografi yang secara
vulgar dapat diakses publik di setiap
kesempatan. “Kesetaraan aturan ini tentu
menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka
melindungi masyarakat atas konten
negatif yang hadir lewat penyiaran yang
berbasiskan internet,” ujarnya. Apalagi
jika melihat data, meningkatnya konsumsi

masyarakat atas media berbasiskan
internet.

Hadir sebagai narasumber dalam
diskusi tersebut, Guru Besar Ilmu

Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.
Judhariksawan, yang juga merupakan
Ketua KPI Pusat periode 2013-2016.
Narasumber lainnya, pemerhati media
Rusdin Tompo, Akademisi dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar
Bachtiar, Aktivis Masyarakat Anti Fitnah
dan Anti Hoax Indonesia (MAFINDO)
Fachruddin, dan juga Doktor Ilmu
Komunikasi dari Universitas Hasanuddin
Alem Pebri Sonni.
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Rusdin Tompo menjelaskan, pembicaraan
mengenai Revisi Undang-Undang
Penyiaran sudah dimulai sejak tahun
2008 di Makassar. Sebenarnya undang-
undang yang ada sekarang pun sudah
cukup antisipatif terhadap perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi,
khususnya di bidang penyiaran. “Artinya,
suasana kebatinan saat itu sudah
sangat futuristik,” ujar Rusdin. Sudah
membayangkan perkembangan penyiaran
ke depan yang akan menggunakan
internet. Namun ada kegagalan dalam
sistematika di batang tubuh, sehingga
pada prakteknya undang-undang tidak
dapat menjangkau internet. “Yang jelas,
saat ini kita butuh regulasi tentang konten
penyiaran di internet, terlepas siapapun
yang jadi lembaga pengawasnya,” tegas
Rusdin.

Terkait ketiadaan regulasi, Alem Pebri
Sonni menilai, butuh kemauan politik dari
pemerintah untuk membuat pengaturan.
Menurutnya, dampak informasi yang
tersebar dengan salah, tidak dapat

diantisipasi oleh negara karena bentuknya
yang abstrak. “Juga dianggap bukan hal
yang fundamental dan tidak berpengaruh
pada kepentingan penguasa untuk
diperhatikan. Makanya tidak jadi prioritas
utama pemerintah,” ujarnya.

Karenanya Sonni mengharapkan KPI ikut
memberi masukan dalam penyusunan
regulasi ke depan. Ruang penyiaran ini,
ujar Sonni, sengguhnya bukan hanya
televisi dan radio tapi juga ruang yang
diakses oleh banyak orang.Merujuk aturan
di Inggris, jika kanal Youtube bersiaran
sehari lebih dari tujuh jam, maka harus
tunduk pada aturan yang ditetapkan bagi
lembaga penyiaran.

Perspektif  selanjutnya  disampaikan
oleh Judhariksawan yang mengungkap
sebenarnya Undang-Undang Penyiaran
saat ini dapat menjangkau penyiaran
yang dipancarluaskan melalui internet.
Namun demikian, Mahkamah Konstitusi
sudah menetapkan bahwa makna kata
lainnya dalam definisi penyiaran bukanlah
merujuk pada internet.

Dengan demikian, jika penyiaran yang
menggunakan medium internet tidak
terkategorikan sebagai penyiaran, maka
regulasi yang menjadi payung adalah
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).“Yang jelas ada perbedaan
penanganan kasus antara undang-
undang Penyiaran dan undang-undang
ITE) ujarnya. Pelanggaran Undang-
Undang Penyiaran ditangani oleh KPI
dengan sanksi administratif. Sedangkan
pelanggaran Undang-Undang ITE adalah
pidana yang ditangani oleh kepolisian.

Turut hadir dalam diskusi ini, Wakil Ketua
KPl Pusat Mohamad Reza, Koordinator
Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem
Penyiarna (PKSP) KPI Pusat Muhammad
Hasrul Hasan, Anggota KPI Pusat Bidang
Kelembagaan Mimah Susanti dan Anggota
KPI Pusat Bidang Pengawasan lIsi Siaran
Aliyah.*
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Guru Besar Universitas
Hasanuddin: Berikan
Kedaulatan Hukum Yang Layak
Jika Media Sosial Dinilai
sebagai Pilar Demokrasi

Makassar - Regulasi media
khususnya penyiaran yang
ada saat ini, sebenarnya
dapat  digunakan  untuk
menjangkau media
berbasiskan internet.
Kata “lainnya” dalam
definisi  penyiaran  pada
Undang-Undang Nomor
32 tahun 2002 tentang
Penyiaran merupakan
ruang yang disediakan
oleh  pembuat regulasi
dalam mengantisipasi
perkembangan teknologi
informasi  khususnya  di
bidang penyiaran di masa
depan. Namun demikian
dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
atas undang-undang tersebut, justru
menegaskan bahwa kata penyiaran
tidak didefinisikan sebagai internet. Hal
ini terungkap dalam Diskusi Kelompok
Terpumpun (DKT) yang diselenggarakan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
dengan tema “Kesetaraan Regulasi
Penyiaran Berbasis Internet  dan
Konvensional’, di kota Makassar, (21/9).

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas
Hasanuddin Prof. Dr. Judhariksawan, SH.,
MH, yang hadir sebagai narasumber
dalam diskusi tersebut mengungkap,
International Telecommunication Union
(ITU) dalam studi terbaru tidak memberi
definisi baku terhadap platform Over The

Top (OTT). ITU memberikan kesempatan

pada masing-masing
mendefinisikan  sendiri
tersebut.

negara untuk
makna OTT

Dalam pandangan Ketua KPI Pusat periode
2013-2016, persoalan kesetaraan regulasi
hari ini adalah persoalan antara platform
dan konten. Sebenarnya, kita dapat
saja bersepakat pengawasan platform
diserahkan pada negara. Namun untuk
pengawasan kontennya, KPI merupakan
lembaga yang punya pengalaman dalam
melakukan pemantauan, pengawasan,
dan juga menindaklanjuti aduan publik
terhada isi siaran. “Saya rasa, sepertinya
tidak salah juga kalau pengawasan
konten pada media berbasiskan internet
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diserahkan pada KPI,” terangnya.

Persoalan konten menurutnya adalah
masalah kedaulatan rakyat yang harus
diberikan perlindungan.  “Makanya,
biarkanlah publik yang mengawasi isinya,
dalam hal ini diwakili oleh KPI. Supaya
tidak ada rezim otoriter yang memblokir
isinya, sedangkan untuk platform biar saja
negara yang mengawasi,” tambah Judha.

Secara khusus dia menerangkan bahwa
esensi penyiaran dari ITU adalah untuk
penerimaan  publik.  Pertanyaannya,
apakah konten di internet itu merupakan
medium komunikasi untuk dirinya sendiri,
atau untuk publik? Kalau itu adalah
konten untuk diterima publik, seharusnya
didefinisikan sebagai penyiaran.

Lebih jauh Judha mengingatkan bahwa
kita pernah bersepakat bahwa pers adalah
pilar keempat demokrasi. Implikasinya,
pers diperlakukan dengan regulasi yang
khusus, termasuk tersedianya hak jawab
bagi pihak yang merasa dirugikan oleh
pers. Saat ini, tambah dosen pengampu
mata kuliah Hukum Internasional, dengan
kondisi pers yang sulit menjadi jembatan
antara rakyat dan kekuasaan, maka
muncullah keinginan menjadikan media
sosial sebagai pilar kelima demokrasi.

“Jika demi demokrasi dan kedaulatan
rakyat kita bersepakat bahwa media sosial
sebagai pilar kelima demokrasi, maka kita
pun harus memberikan kedaulatan pada
media sosial. Kita juga harus memberi
perlindungan hukum sebagaimana yang
sudah kita berikan pada pers,” tegasnya.

Saat ini, di media berbasiskan internet
termasuk media sosial, kebebasan
berekspresi dan mengemukakan
pendapat didekati oleh Undang-Undang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik
(ITE). Jadi kalau ada aduan atas siaran
di You Tube atau media lain dengan
platform internet, para pembuat konten
berpotensi dipidanakan. Sedangkan kalau

memperlakukannya sebagaimana konten
di lembaga penyiaran, tindak lanjut
aduan ataupun pelanggaran berujung
pada sanksi administrasi atau pun
pembinaan lembaga penyiaran sebagai
penyedia program siaran. “Tinggal kita
inginnya seperti apa memperlakukan
konten di media sosial ini, apa kita ingin
langsung dipidanakan  sebagaimana
aturan di Undang-Undang ITE?” tanyanya
diplomatis.

Diskusi  berlangsung hangat dengan
pertanyaan dan tanggapan dari peserta
yang sebagian besar adalah praktisi
media, baik lembaga penyiaran swasa,
lembaga penyiaran publik, atau pun juga
di media cetak. Perwakilan dari Radio
Republik Indonesia (RRI) menanyakan
bagaimana identitas lembaganya ketika
harus beradaptasi pada perkembangan
teknologi, dengan menyiarkan konten
multiplatform. Sementara dari Aliansi
Jurnalis  Independen (AJl) mengakui
bahwa pihaknya juga mendorong adanya
revisi undang-undang penyiaran. Namun,
belakangan penolakan yang disampaikan
AJl terhadap revisi tersebut dikarenakan
ada pasal-pasal yang dianggap dapat
mencederai kebebasan pers dan juga
dianggap tidak ada partisipasi publik.
Secara spesifik AJl juga mengingatkan
KPl' untuk tetap memperjuangkan
keberagaman  kepemilikan  lembaga
penyiaran dan eksistensi konten lokal
yang sebenarnya sudah menjadi amanat
dalam Undang-Undang Penyiaran, namun
pelaksanaannya masih jauh panggang
dari api.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua KPI
Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat
Mohamad Reza, Koordinator Bidang
Pengelolaan Kebijakan dan Struktur
Penyiaran (PKSP) KPI Pusat Muhammad
Hasrul Hasan, Anggota KPI Pusat Bidang
Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan
Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan
Mimah Susanti.
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Ketimpangan Geografis
Informasi Pilkada

Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Imajinasi publik tentang
penyelenggaraan Pilkada 2024
tidak komprehensif terbangun.

Dari 38 provinsi,animo masyarakat
rendah mulai dari pengetahuan
terhadap informasi Pilkada
2024 hingga nama-nama calon
kepala  daerah. Pengetahuan
publik, hanya cenderung tinggi
terkait  penyelenggaraan  hari
pemungutan suara pada tanggal
27 November 2024.

Data Litbang Kompas (25/9)
menemukan  sebanyak 57,2%
responden mengaku mengakses
informasi seputar Pilkada dengan durasi
seminggu sekali, 12,7% sering mengakses
informasi 2-3 kali seminggu, 23,7% tidak
pernah, 0,6% tidak tahu dan hanya 5,8%
yang setiap harinya mengakses informasi
Pilkada setiap hari.

Untuk nama calon kepala daerah,sebanyak
28,4% mengetahui calon pilkada baik
tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 12%
hanya mengetahui calon gubernur, 16,6%
mengetahui calon bupati/calon wali kota
saja, dan publik yang tidak mengetahui
paling dominan yaitu 43%.

Sementara proporsi pengetahuan
publik terhadap tanggal pelaksanaan
pemungutan suara mencapai 70,3%. Di
luar itu, terdapat 13,1% mengetahui akan
memilih bupati/wali kota, 10,1% hanya
memilih gubernur, 3,6% tidak memilih
keduanya, dan 2,9% tidak tahu.

Data di atas menarik karena menimbulkan
beragam  pertanyaan yang  perlu
didudukkan bersama. Kenapa animo
publik masih rendah sementara sudah
sangat ramai pergesekan di ruang sosial
media dan media konvensional tentang

N\

prosesi politik Pilkada? Lalu, bagaimana
seharusnya peran lembaga penyiaran?

Ketimpangan Keberagaman

Pemberitaan politik, setelah pelaksanaan
Pemilu 2024 pada Februari kemarin,
sudah bergeser ke pemberitaan Pilkada
2024 di laman pemberitaan sosial media
atau pun melalui medium pemberitaan
di televisi, radio, hingga media cetak. Jika
dikorelasikan dengan temuan data di
atas, harusnya publik seluruh Indonesia
tidak lagi berjarak dengan informasi
penyelenggaraan Pilkada dan segala
turunannya.

Nyatanya, seperti sudah dijabarkan,animo
publik di 38 provinsi masih rendah bahkan
tidak mempunyai kepemilikan informasi
terhadap Pilkada. Dalam konteks ini, bisa
jadi distribusi informasi pilkada tidak
semua menghadirkan kepentingan publik
di lapisan-lapisan seluruh daerah.

Dalam hal lembaga penyiaran, yang
dituntut reformasi dan regulasi untuk
menciptakan keberagaman konten masih
belum maksimal. Keberagaman konten
bisa dipengaruhi oleh kepemilikan media.
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Jika mengamini apa yang ditemukan oleh
beberapa peneliti, nyaris media yang ada
di Indonesia hanya dimiliki dua belas
sampai tiga belas orang.

Konglomerasi media ini, jika tidak didasari
oleh kesadaran etik,akan berdampak pada
mengikisnya muatan konten yang bisa
menampilkan keadilan, keberimbangan
dan proporsional.

Muatan berita akan cenderung ditentukan
oleh kepentingan pribadi dan kelompok
politiknya. Selain kepentingan politik,
sebagai industri media juga mempunyai
beban meraup ekonomi. Ini sebenarnya
yang menjadi ‘beban ganda’ media, di
mana salah satunya ditujukan berfungsi
memenuhi kepentingan publik, tetapi
di sisi yang lain menanggung beban
mengakumulasi  kepentingan  politik-
ekonomi agar perusahaan media tetap
bertahan.

Heterogenitas sosial pada akhirnya akan
selalu mengalami ketegangan dengan
idealisme jurnalis dalam kungkungan
struktur ekonomi pasar. Struktur ekonomi
pasar ini bergantung pada data pemirsa
yang dimiliki oleh perusahaan rating.
Alhasil, sebagian besar lainnya pengaruh
paling runcing yang membentuk
ketimpangan keberagaman konten adalah
seberapa banyak pemirsa yang menonton
program siaran lembaga penyiaran.

Secara geografis, Indonesia mempunyai
ribuan pulau dengan karakter unik
masing-masing di daerah. Kaitannya
dengan lembaga penyiaran, mustinya
keberagaman  juga memperhatikan
karakter geografis dalam penyediaan
keberagaman konten. Van Cuilenburg
(Hellena, 2024) mengatakan bahwa
kategori keberagaman juga mempunyai
cakupan geografis (lokal, pedalaman,
nasional, atau internasional).

Hellena menemukan informasi
didominasi oleh isu-isu Jawa dan atau
Jakarta dengan memperhatikan populasi

dan kepadatan penduduknya. Faktor
penting yang mempengaruhi aspek
peliputan berita adalah kota sample yang
digunakan Nielsen dalam menghitung
rating program televisi.

Dalam Kamuflase Tayangan Televisi (2024),
dari total total 17.282 berita terdapat
10.136 (58,7%) darinya berada di pusat
ibu kota dan provinsi, serta terdapat 7.146
(41.3%) dari kota yang bukan ibu kota.
Sementara provinsi yang paling banyak
diliput adalah DKI Jakarta (6.461), Jawa
Barat (2.009),Jawa Timur (1.672),dan Jawa
Tengah (1.081). Dan yang paling buncit
adalah Bangka Belitung (33), Papua Barat
(28), Bengkulu (27),Kalimantan Utara (17),
dan Maluku Utara (7).

Melihat keterjarakan informasi Pilkada
dengan  masyarakat  kiranya  perlu
lembaga penyiaran untuk lebih masif
menyiarkan informasi Pilkada dengan
mengedepankan prinsip keberagaman.
Lembaga penyiaran harus mendekatkan
informasi Pilkada kepada masyarakat
dalam bentuk yang lebih kreatif dan
mengonstruksinya sebagai bagian dari
kebutuhannya, karena Pilkada akan
menentukan masa depannya selama lima
tahun.

Kemasan tidak cenderung menampilkan
sebagai bagian dari kelompok elit,
sehingga  publik  bisa  menerima
informasi Pilkada sebagai bagian dari
kepentingannya. Lebih jauh, yang tidak
kalah pentingnya adalah pemerataan
informasi  kepada  seluruh  lapisan
masyarakat di daerah blank spot.

Di daerah-daerah yang tidak ada Lembaga
Penyiaran Publik dan Swasta, perlu peran
dan keikutsertaan lembaga penyiaran
seperti Lembaga Penyiaran Berlangganan
agar masyarakat di daerah blank spot
juga mendapatkan haknya memperoleh
informasi mengenai Pilkada. Termasuk
juga mengoptimalakn peran Lembaga
Penyiaran Komunitas.
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